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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan Bab I sampai dengan Bab IV disertasi ini, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.           Prespektif yuridis filosofis penanggulangan gratifikasi yang dilakukan 

perusahaan farmasi terhadap dokter dalam pelayanan medis dihubungkan dengan 

hukum pidana dan etika profesi dapat penulis simpulkan bahwa: Penanggulangan 

gratifikasi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi terhadap dokter dalam pelayanan 

medis di Indonesia dalam perspektif yuridis hukum pidana di Indonesia, sebenarnya 

sudah diatur sejak Indonesia merdeka yang dimulai dengan UU No. 1 Tahun 1946 

tentang KUHP. Dalam WvS (Wetboek van Strafrecht) dan selanjutnya berdasarkan 

pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 menjadi KHUP yang berlaku sebagai hukum 

nasional. Pasal- pasal mengenai korupsi masuk dalam pengertian kejahatan-kejahatan 

jabatan yang diatur dalam BAB XXVII Buku II KUHP, selain itu ada juga diatur dalam 

pasal 209,210, 418, 419 dan pasal 420 KUHP. KUHP sebagai lex generalis untuk 

penanggulangan korupsi di Indonesia, Negara juga hadir berusaha dalam 

penanggulangan dan pemberantasan korupsi melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat, 

UU No.24/Perpu/1960, UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 11 Tahun 1980 tentang SUAP, 

UU No. 31 Tahun 1999 yang sudah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

PTPK sebagai lex spesialis dalam pemberantas dan penanggulangan korupsi di 

Indonesia. Namun seperti yang dibahas pada bab-bab sebelumnya bahwa aturan 
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perundang - undangan hukum pidana yang mengatur mengenai delik korupsi di 

Indonesia sebenarnya secara das sollen sudah sangat baik tapi pelaksanaan dan 

penindakannya das sein belum maksimal dan efektif. Praktek korupsi di Indonesia 

hingga saat ini sangat parah, kronis dan akut, termasuk praktek gratifikasi perusahaan 

farmasi terhadap dokter dalam pelayanan medis di Indonesia. Praktik gratifikasi yang 

dilakukan perusahaan farmasi yang diwakili oleh Medrep atau detailer kepada dokter, 

dengan cara kerjasama dengan pemberian uang, komisi, hadiah, sponsor dengan tujuan 

supaya dokter mau meresepkan obat perusahaan farmasi tersebut. Dampak akibat 

perbuatan tersebut menyebabkan harga obat paten dan obat generik bermerek menjadi 

sangat mahal, karena biaya promosi perusahaan farmasi yang dialokasikan untuk 

gratifikasi ke dokter dibebankan kepada pasien yang membeli obat dengan harga sangat 

mahal dan tidak rasional. Kendala terbesar dalam penanggulangan dan pemberantasan 

korupsi khususnya gratifikasi perusahaan farmasi terhadap dokter adalah karena tidak 

semua dokter di Indonesia berstatus sebagai pegawai negeri / ASN, sehingga perangkat 

hukum pidana khususnya KPK dengan UU PTPK tidak bisa menjangkau dan 

menjeratnya, sehingga tidak ada perkara gratifikasi yang di anggap suap yang dilakukan 

perusahaan farmasi terhadap dokter sampai masuk  di pengadilan, walaupun sebenarnya 

banyak juga dokter yang berstatus sebagai pengawai negeri / ASN dan sudah ada bukti 

yang bisa digunakan untuk menjerat sebagai delik korupsi.  

             Dalam Prespektif filosofis penanggulangan gratifikasi perusahaan farmasi 

terhadap dokter dihubungkan dengan etika profesi juga demikian. Peraturan yang 

dikeluarkan pemerintah mengenai standar kompetensi dokter juga memihak pada 

kesejahteraan rakyat. Sanksi dan hukuman juga sudah jelas, apabila ada pelanggaran 
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etika profesi serta masuk dalam rumusan dan unsur-unsur pidana akan diselesaikan 

lewat MKEK dan MKDKI. Peraturan bagi para profesi dokter harusnya mengikat baik 

dari sisi etika profesi, peraturan pemerintah yang berdasarkan Sumpah Lafal Dokter 

sesuai dengan Sumpah Filsuf Hippokrates yang sangat luhur dan dihormati oleh para 

dokter sampai saat ini. KODEKI yang merupakan acuan panduan kode etik dan moral 

para profesi kedokteran adalah terjemahan dari asas-asas etika yang koheren menjadi 

ketentuan-ketentuan yang pragmatis yang memuat hal-hal yang boleh dilakukan dan 

yang tidak boleh dilakukan. Tuntunan-tuntunan etis atau moral pada kegiatan 

pengembanan hukum praktis itu mencakup baik pada pembentukan hukum, penerapan 

hukum maupun pada penegakan hukum. Dalam konteks ini maka Etika Hukum 

mempersoalkan atau menunjuk pada pertanggung-jawaban moral dalam melakukan 

tindakan pembentukan, penerapan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah 

pertanggung-jawaban profesional. Masalah ini berintikan masalah etika Profesi dalam 

mengemban fungsi pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Secara filosofis 

tindakan dokter yang mau menerima suap dari perusahaan farmasi supaya meresepkan 

obat penyuap telah mengalami pergeseran nilai luhur yang officium nobile. 

2.  Urgensi kriminalisasi sektor swasta (bribery in the private sector) UNCAC yang sudah 

di ratifikasi oleh Indonesia dalam penanggulangan gratifikasi yang perusahaan farmasi 

terhadap dokter dalam pelayanan medis di Indonesia dapat penulis simpulkan bahwa : 

Dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana, pemerintah 

memperkuat instrument pemberantasan korupsi selain membentuk Lembaga anti 

korupsi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002,  juga berupaya  

meratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Salah satu yang 
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diratifikasi adalah mengenai penyuapan pada sektor swasta, karena tidak semua dokter 

berstatus sebagai pegawai negeri / ASN tetapi banyak dokter yang berstatus swasta. 

Indonesia sudah 8 tahun meratifikasi UNCAC, namun belum seluruh ketentuan-ketentun 

yang ada didalamnya di formulasikan melalui peraturan perundang-undangan hukum 

nasional. Sehingga ketentuan yang ada dalam UNCAC tersebut tidak dapat dilakukan 

secara menyeluruh. Dengan demikian kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam 

UNCAC, belum ada pidanannya pada Undang-Undang TPPK, Salah satu yang belum 

dirumuskan adalah pasal 21 UNCAC, yang menyatakan bahwa negara-negara yang ikut 

meratifikasi UNCAC wajib untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan 

legislatif ataupun lainnya untuk menetapkan tindak pidana. Namun karena belum 

tertuang dalam peraturan yang ada maka membuat peluang bagi sektor swasta yang 

nakal untuk melakukan praktik penyuapan, khususnya gratifikasi perusahaan farmasi 

terhadap dokter yang berstatus swasta dalam pelayanan medis di Indonesia. 

 

1.2. Saran 

Setelah melihat permasahan dan keadaan korupsi terkhusus gratifikasi yang 

dilakukan perusahaan farmasi terhadap dokter dalam pelayanan medis di Indonesia, maka 

penulis akan memberikan saran sebagai berikut: 

1.  Perlu dimaksimalkan lagi penerapan dan penindakan hukum yang tegas kepada para 

pihak yang terlibat suap, yaitu perusahaan farmasi yang melakukan gratifikasi 

dengan cara kerjasama dengan dokter yang bersatus sebagai pegawai negeri / ASN 

dalam hal proses peresepan obat yang menjadi obyek hukum. Dokter yang terbukti 

melakukan tindakan koruptif yang berstatus sebagai pegawai negeri bisa dijerat 
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dengan UU TPPK dan untuk dokter yang berstatus swasta bisa diajukan ke Majelis 

Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) untuk diproses secara etik dan administratif 

berupa pencabutan ijin praktek kedokteran untuk selamanya sesuai KODEKI. 

Perusahaan farmasi yang terbukti melakukan suap juga bisa dijerat dengan UU TPPK 

dengan subyek hukum korporasi dan juga dapat menggunakan acuan panduan 

Hukum Administrasi Negara dalam hal ini yang sudah diatur dalam SK Kepala 

BPOM HK 00.05.3.2706 Tahun 2002 Tentang Promosi Obat pasal 9 untuk berani 

mengambil tindakan hukum yang tegas dengan memberi sanksi berupa pencabutan 

ijin edar usaha perusahaan farmasi tersebut bahkan berani untuk membubarkannya. 

Pemerintah khususnya Kemenkes harus mematok harga dan membuat standarisasi 

harga obat generik bermerek. Kemenkes juga harus lebih intensif dan masif lagi 

dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman kualitas obat 

generik yang sama dengan obat generik bermerek tetapi sangat berbeda jauh 

harganya, sehingga pasien bisa mengetahui dan berani dalam memilih dan meminta 

jenis obat yang diresepkan dokter, sesuai dengan hak pasien. 

2.  Perlu segera mengkriminalisasi penyuapan sector swasta (bribery in the private 

sector) UNCAC yang sudah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 2006 kedalam 

hukum nasional, khususnya kedalam pasal UU TPPK. Penulis sangat mendukung 

penuh terhadap langkah yang telah dilakukan Tim Penyusun Biro Hukum Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kajian Akademik dan Draf Usulan 

Perubahan untuk Menggagas Perubahan UU Tipikor khususnya dalam BAB VII 

yang berjudul Kriminalisasi Delik Suap di Sektor Swasta (Bribery in the private 

Sector) UNCAC, termasuk rumusan pasal deliknya. Penulis sangat percaya, dengan 
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kriminalisasi delik suap sektor swasta di Indonesia akan membuat praktek penyuapan 

perusahaan farmasi terhadap dokter dalam pelayanan medis di Indonesia akan 

menurun. Profesi dokter akan kembali ke fitrahnya sebagai profesi yang mulia, luhur 

dan terhormat. Dokter dalam meresepkan obat akan menjadi lebih rasional mengenai 

indikasi obat. Harga obat menjadi murah tapi kualitas obat tetap yang terbaik untuk 

pasien. Pada akhirnya masyarakat akan semakin percaya dan hormat kepada dokter, 

sehingga seluruh rakyat Indonesia sejahtera lahir dan batin sesuai amanat dalam 

pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. 
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